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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR g& TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :a. bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu modal
pembangunan nasional, untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat fisik mental dan sosial serta mempunyai
produktifitas yang optimal diperlukan upaya-upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus
termasuk pada anak usia sekolah;

b. bahwa usaha  kesehatan  sekolah merupakan upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan pada
anak usia sekolah dengan tujuan sekolah sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Gorontaio tentang Peiaksanaan Usaha Kesehatan
Sekolah di Provinsi Gorontalo;

Undang-Undaig Nomor 23 Tanun 1952 tentang Reschatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4282);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3390 );



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintanan Dacrah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG
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PELAKSANAAN  USAHA KESEHATAN SEKCLAH DI PROVINSI

GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

4. Sekolah adalah Taman-Kanak-Kanak, TKLB (Luar Biasa),
Raudhatul Atfai, SD/Paket A, SDLB, Ml, SMP/ Paket B, SMPLB,
MTs, SMA/Paket C, SMK, SMA Luar Biasa, MA, MAK, serta
satuan Pendidikan Keagamaan yang sederajai dan seiara
termasuk Pondok Pesantren baik pada jalur pendidikan formal
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3. menfasilitasi penghijauan lingkungan sekolah dan pengelolaan
limbah sekolah (sampah dan air limbah);

4. melakukan monitoring dan evaluasi penataan lingkungan
sekolah.

1. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra:

1. menfasilitasi penyelesaian masalah kesehatan masyarakat
(Mediator) dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan
UKS;

2. secara aktif ikut memberikan saran dan ide yang konstruktif
untuk keberhasilan UKS;

3. menjabarkan dan mendukung serta melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sehat
yang mandiri;

4. bersama Instansi terkait memilih beberapa sekolah disetiap
kecamatan yang akan dijadikan sekolah percontohan (role
modei).

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19
Biaya yang timbuli akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
dann Anggaran Pendapaian dan Belanja Dacrali Kabupaien/Kota
Gorontalo.

BAB  XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR GORONTALO,
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RUSLI HABIBIE

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
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WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 96
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. Kamar Mandi, WC, Peturasan:

1. kebersihan, Bau, ventilasi/letaknya/pencahayaan;

2. penampungan air, WC, saluran penampungan kotoran;

3. air pada WC, jentik dilingkungan sekolah, alat pengambil air;.

4. proporsi jumlah WC terhadap siswa/guru, jumlah alat pembersih

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat:
1. halaman, tanaman perindang, apotik/kebun hidup, pagar;
2. penerapan kawasan tanpa rokok, kegiatan PSN, suasana lingkungan.

Sampah dan Air Limbah:

1. tempat penampungan/pengangkutan sampah, jarak penampungan
sampah sementara dari ruang kelas

2. jarak penampungan akhir sampah/limbah dari sumber air bersih,
pembuangan dan saluran pembuangan air limbah

. Air Bersih:
1. jarak sumber air bersih dari septic tank/sumber pencemaran;
2. kualitas fisik air, ketersediaan air bersih di sekolah.

Pendidikan Kesehatan:

1. pemberian pendidikan kesehatan, guru yang mengajar pendidikan kesehatan,
pendidikan kesehatan yang diberikan;

2. peran siswa dalam UKS, P3P, kebersihan perorangan, tingkat pengetahuan
siswa tentang kesehatan,;

3. pemantauan kesegaran jasmani, kegiatan ekstrakurikuler;

. Pelayanan Kesehatan:

1. jenis penyuluhan, keterampilan siswa P3K /P3P, penjaringan
kesehatan/pemeriksaan berkala;

2. kegiatan kader kesehatan, pemberitahuan/dukungan pelaksanaan BIAS

3. pelaksaan program UKGS.

GUBERNUR GORONTALO,
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